BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana
Penjara terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, khususnya
bagi terdakwa anak yang masih dibawah umur, adalah pertimbangan yang
bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan
bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta - fakta yang
terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai hal
yang harus dimuat dalam putusan, yang diantaranya adalah dakwaan JPU,
keterangan saksi, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal -
pasal yang terkait di dalam Undang - Undang. Di dalam pertimbangan yuridis
menurut Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 412/Pid.Sus/2013/PN.SLMN
Penerapan pada Pasal 340 KUHP oleh perkara tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh anak, telah memenuhi unsur - unsur subyektif dan
obyektif. Unsur subyektif menerangkan tentang perbuatan dilakukan dengan
sengaja dan unsur obyektif menerangkan perbuatan merampas nyawa orang lain
yang sudah direncanakan. Seorang hakim juga menerapkan Pasal 26 ayat (1)

tentang Pengadilan Anak yang menetapkan, bahwa anak yang dijatuhi pidana
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paling lama %2 (satu per dua) dari orang dewasa. Pertimbangan yang bersifat non
yuridis juga diperlukan oleh hakim, guna untuk menentukan nilai keadilan dalam
pemidanaan anak dibawah umur, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan oleh
fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan keadaan - keadaan
yang terjadi pada diri terdakwa, serta memberikan keadilan yang bermanfaat demi
kepentingan anak dan orang tuanya, sehingga seorang hakim sebelum
menjatuhkan putusan, memberikan terlebih dahulu hal - hal yang meringankan
dan hal - hal yang memberatkan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar hukuman

pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka penulis
memberikan saran agar relevan dengan permasalahan, yaitu dasar pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah fakta - fakta
dalam persidangan dan pertimbangan subjektif atau keyakinan Hakim dengan
dasar Moral Justice dan Social Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan
asas kepastian hukum. Selain memperhatikan fakta - fakta yang terjadi dalam
persidangan, seorang hakim anak pada saat menjatuhkan pidana penjara, harus
mempertimbangkan putusannya dengan cermat dan memperhatikan aspek

perlindungan hukum bagi anak yang masih dibawah umur.
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